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ABSTRAK 

Oleh : 

LISA SAFITRI 

NPM. 1902030007 

 

Ada dua persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) 

Bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi covid-19 di 

tinjau dalam asas salus populis suprimalex menurut Cicero, (2) Bagaimana 

efektifitas penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar 

Sari. Untuk mengungkapkn persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, 

peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermanfaat 

untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme penerapan sanksi 

terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 di desa Bandar Sari. 

Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan 

tersebut.  

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sanksi terhadap 

masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 belum sepenuhnya dilaksanakan 

dengan baik oleh masyarakat dan aparatur setempat sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) karena 

dilihat dari kenyataan di lapangan bahwa desa Bandar Sari belum mampu 

mencapai sasaran vaksinasi covid-19 yakni 70% dri 4.045 jiwa dan masih ada 

sekitar 1.654 jiwa sasaran vaksinasi covid-19 yang belum atau menolak untuk 

melaksanakan vaksinasi covid-19 serta hannya satu dari ketiga sanksi yang ada 

yang sudah diterapkan di desa Bandar Sari yakni berupa sanksi administratif. 

Karena kebanyakan masyarakat yang mempercayai berita tidak benar yang 

tersebar diberbagai media masa serta kurangnya kesadaran atas hukum yang 

dimiliki oleh warga setempat sehingga mengakibatkan mereka semakin tidak 

ingin mengikuti vaksin covid-19  

 

Kata Kunci: Penolakan Vaksinasi covid-19, Sanksi, Peraturan Presiden. 
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MOTTO 

 

 

ب   َ يُحِ حْسِنُوْاۛ  اِنَّ اللّٰه
َ
ةِۛ  وَا

َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
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ُ
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َ
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ْ
ا تُل

َ
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َ
 وَا

مُحْسِنِيْنَ 
ْ
 ١٩٥ال

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah ayat 195) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan Covid-19 ialah suatu virus yang telah menggemparkan dunia sejak 

tahun 2020 di berbagai negara, salah satunya Indonesia.
1
Covid-19 merupakan 

salah satu penyakit menular yang dibawa oleh sekelompok hewan dan dapat 

menyebabkan penyakit yang berbahaya kepada manusia dengan menyerang 

sistem imun dan pernapasan seseorang.  

Mayoritas orang yang terpapar virus Covid–19 akan mengalami 

beberapa gejala dari gelaja ringan, sedang dan bahkan berat. Seseorang yang 

terpapar virus ini dengan gejala ringan akan pulih dengan sendirinya tanpa 

memerlukan penanganan khusus. Namun ada pula sebagian dari mereka yang 

terpapar virus tersebut akan mengalami gejala berat dan berkelanjutan seperti 

batuk tiada henti, sesak napas dan kerusakan atau gangguan pada paru-paru 

bahkan mampu merenggut jiwa dari korbannya.
2
 

Dari hal yang telah dijelaskan di atas mengenai virus Covid-19  yang 

terus menerus mulai menyerang atau meluas penularannya hingga sampai 

dengan pelosok megeri, maka dalam hal ini pemerintah pun langsung 

mengambil langkah dalam menangani penyebaran virus Covid-19, dengan 

                                                           
1Farina Gandryani dan Fikri Hadi, ―Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak 

Atau Kewajiban Warga Negara,‖ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, 

no. 1 (29 April 2021): 24, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622. 
2―Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter,‖ diakses 7 April 2022, 

https://www.alodokter.com/virus-corona. 
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cara mencarikannya anti virus yang pada akhirnya ditemukan yang bernama 

vaksin Covid-19. 

Vaksinasi merupakan sebagai salah satu upaya yang digadang gadang 

oleh beberapa negara dalam menanggulangi wabah Covid-19 seperti 

Indonesia, Inggris, Amerika Serika, Uni Emirat Arab Saudi, Kanada dan lain-

lain. Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang 

diberikan kepada seseorang dengan metoode penyutikan di bagian lengan atas 

untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena 

vaksin dipercaya dapat membantu membentu antibodi.
3
 

Meskipun bukan satu satunya cara yang paling tepat untuk menghadapi 

wabah ini, namun dengan dilakukannya vaksinasi memungkinkan terjadinya 

pembentukan kekebalan imun di dalam tubuh manusia yang dapat mengurangi 

resiko paparan virus tersebut, sehingga dapat memberikan harapan besar virus 

ini akan segera berakhir.
4
 

Pelaksanaan vaksinasi tingkat pertama di Indonesia dilakukan pada 

minggu kedua bulan Januari tahun 2021, sejak dikeluarkannya izin 

penggunaan darurat oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). 

Namun kehadiran vaksinasi di Indonesia yang ditujukan sebagai salah satu 

upaya dalam penanggulangan wabah virus Covid-19 tersebut ternyata tidak 

serta merta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ada bebrapa 

                                                           
3―Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya,‖ Alodokter, 21 Agustus 

2017, https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya. 
4Alghiffari Aqsa S.H, ―Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM - 

Klinik Hukumonline,‖ hukumonline.com, diakses 8 April 2022, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-

lt600eb7f29e097. 
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kelompok individu yang ada didalam masyarakat menolak untuk 

melaksanakan vaksinasi dengan berbagai alasan salah satunya yaitu takut 

dengan efek samping  dalam jangka pendek serta jangka panjang yang di 

sebabkan oleh vaksin. Namun dengan hampir 100 Negara di seluruh dunia 

bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin. Secara sederhana 

tahapan pengembangan vaksin dibagi menjadi tiga bagian yaitu Fase 

penelitian, Fase Pre Klinis dan Fase uji klinis. 

Kemudian setelah vaksin diciptakan vaksin tersebut akan diberikan 

persetujuan oleh badan yang berwenang (BPOM) kemudian di distribusikan 

dalam sekala besar. Dalam kondisi normal sebuah vaksin memerlukan 

pengujian klinis yang sangat ketat dan biasanya memakan waktu yang lama. 

Jika pada saat ini masyarakat berada dalam situasi non pandemi vaksin 

tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan sekitar bulan Mei 

.Walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, 

apabila masyarakat melihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat 

untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun yang pastinya tetap 

relatif lama. Namun pada kenyataannya ternyata pengembangan vaksin  di 

zaman sekarang sangatlah berbeda dengan pengembangan vaksin di zaman 

dahulu. Karena seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkan. Bahkan sejak 

bulan Juli 2021 terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji 

klinis, yang dimana fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. 

Hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin 

tersebut aman. 
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Melihat data yang diberikan oleh Kemenkes bahwa intensitas sasaran 

penerima vaksinasi masih banyak yang belum melaksanakan vaksinasi bahkan 

malah menolak untuk melakukannya maka pemerintah membuat dan 

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami 

perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang  

Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Tujuan pemerintah menetapkan Peraturan Presiden tersebut adalah 

untuk meningkatkan angka jumlah masyarakat yang melaksanakan vaksinasi 

karena didalam Peraturan Presiden tersebut termuat beberapa sanksi bagi 

sasaran penerima vaksin namun menolak  melaksanakan vaksinasi yakni 

tertuang dalam Pasal 13 ayat (4) yang maka sanksi yang akan diberikan  yaitu 

berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan socialatau bantuan 

sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/atau 

denda.
5
 

Pada kasus yang peneliti lakukan di Desa Bandar Sari ternyata tidak 

semua masyarakat menerima peraturan yang dibuat langsung oleh pemerintah 

untuk melaksanakan vaksinasi. Masyarakat yang ada di Desa Bandar Sari 

beranggapan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan akan menimbulkan 

efek samping bagi kesehatannya. Namun sesuai dengan Peraturan Presiden 

                                                           
5―PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI],‖ diakses 7 

April 2022, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun-2021. 



5 

 

 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang 

mana warga Indonesia harus melaksanakan vaksinasi dan juga adanya 

berbagai sanksi yang salah satunya ialah saluran penerimaan bantuan sosial 

akan tertunda jika tidak melaksanakan atau belum melakukan vaksinasi.  

Kendati demikian, ada sebagian warga yang memang mengikuti 

peraturan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi agar penerimaan bantuan 

sosial tidak terhambat. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menolak 

untuk melakukan vaksinasi tersebut, hingga pada akhirnya di Desa Bandar 

Sari pun ada sebagian masyarakatnya yang memang dijemput bola oleh polisi 

dan tenaga kesehatan setempat. Dari 4.945 jiwa penduduk Desa Bandar Sari 

terdapat 4.045 jiwa yang tercatat sebagai masyarakat yang telah memenuhi 

syarat sebagai sasaran penerima vaksinasi covid-19.
6
 

Merujuk pada beberapa problematika yang diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai apakah 

pelaksanaan vaksinansi covid-19 efektif dengan penetapan Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021 hingga perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2022  tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap 

penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari, dengan mengangkatnya menjadi 

sebuah penelitian yang berjudul: ―Dinamika Implementasi Penerapan 

                                                           
6Wawancara pribadi dengan dr. Yeni Anggraini Kepala UPT Puskesmas 
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Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 (Studi 

Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu  

1. Bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi 

covid-19 di tinjau dalam asas salus populis suprimalex menurut Cicero? 

2. Bagaimana efektifitas penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap 

penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan oleh penulis, maka dapat dikemukakan tujuan dari peneltian ini 

antara lain: Untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 

efektifitas atau tidaknya terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari 

dan untuk mengetahui bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap 

penolakan vaksinasi covid-19 di tinjau dalam asassalus populis suprimalex 

menurut Cicero di Desa Bandar Sari.  

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu: 
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a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah 

pengetahuan bidang akademis dan mutu mahasiswa, khususnya bagi 

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Metro Lampung, juga dapat dijadikan sebagai 

penerapan Ilmu yang telah didapat selama perkuliahan berlangsung 

untuk dapat menyikapi masalah yang hadir dimasyarakat dalam 

praktek pelaksanaan vaksinasi covid-19  yang terjadi dilapangan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan masyarakat dalam menyikapi berbagai dinamika 

yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia dari 

salah satu aspek Hukum Indonesia yakni Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 

dan dari asas salus populis suprimalex serta penelitian ini juga dapat 

dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang juga berminat untuk 

mengkaji  dalam hal permasalahan yang serupa. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan proposal ini adalah 

penelitian karya orang lain yang secara substansif ada kaitannya dengan tema 

atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. 
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Berdasarkan penulusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah 

yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks pelaksanaan 

vaksinasi sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus 

tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut 

ialah sebagai berikut: 

1. Nur Alifyah Darwis (B011181513) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alifyah Darwis (B011181513) 

dalam skripsinya yang berjudul ―Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca
7
”. Dalam 

penelitiannya fokus utama permasalahan yang akan diteliti adalah 

pengkajian pengaturan hukum islam dalam penentuan hukum terhadap 

vaksin astrazeneca, serta kedudukan hukum yang dikeluarkan oleh MUI 

terkait vaksinasi yang ada ditengah masyarakat. 

Dari pemaparan yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan sebuah kesimpulan bawasannya dari peneliti relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan terdapat adanya keterkaitan, namun 

terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang relevan membahas terkait pengkajian hukum islam 

dalam penerapan vaksin astrazeneca, serta kedudukan hukum yang 

dikeluarkan oleh MUI terkait vaksinasi yang ada ditengah masyarakat. 

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah dinamika 

                                                           
7Nur Alifyah Darwis, ―Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap 

Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca‖ (Makasar, Universitas Hasanuddin, 2022). 



9 

 

 

implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19), yang dimana penelitian yang peneliti lakukan 

lebih terfokus pada bagimana esensi dan effektifitas dari implementasi  

PerPres tersebut dalam kaitannya penjatuhan sanksi penolakan vaksin 

dengan penerimaan bantuan sosial di Desa Bandar Sari ditinjau dalam 

asas salus populis suprimalex. 

2. Very Irawan (0203170132) 

Penelitian yang dilakukan oleh Very Irawan (0203170132) dalam 

skripsinya yang berjudul ―Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 

Terhadap Masyarakat Menurut PerPres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fikih 

Siyasah
8
”Dalam penelitiannya fokus utama permasalahan yang akan 

diteliti adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 

menurut Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19) dalam tinjauan fikih siyasah. 

Dari pemaparan yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat 

memberikan sebuah kesimpulan bawasannya dari peneliti relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan terdapat adanya keterkaitan, namun 

                                                           
8Very Irawan, ―Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat 

Menurutperpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fikih Siyasah‖ (Medan, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020). 
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terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang relevan membahas terkait pelaksanaan kewajiban 

vaksinasi covid-19 menurut Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang 

Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dalam tinjauan fikih siyasah. 

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah dinamika 

implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19), yang dimana penelitian yang peneliti lakukan 

lebih terfokus pada bagimana esensi dan effektifitas dari implementasi  

PerPres tersebut dalam kaitannya penjatuhan sanksi penolakan vaksin 

dengan penerimaan bantuan sosial di Desa Bandar Sari ditinjau dalam 

asassalus populis suprimalex. 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Dinamika Hukum 

Dinamika merupakan sesuatu yang meiliki arti tenaga kekuatan, selalu 

bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri seacara memadai terhadap 

keadaan. Dinamika itu sendiri berarti adanya interaksi dan interdepensi antara 

anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Sedangkan yang di 

maksud dengan hukum ialah sekumpulan peraturan yang didalamnya termuat 

apa saja yang benar dan pantas dilakukan disertai dengan sanksi yang akan 

diberikan terhadap pelanggarnya. Maka yang dimaksud dengan dinamika 

hukum ialah interaksi antara anggota kelompok yang di dalamnya juga 

termuat apa saja yang  benar dan pantas dilakukan dengan sanksi yang ada 

bagi siapa pun yang melanggarnya.
9
 

L.M Friedman dalam bukunya menyatakan sesuatu dapat dikatakan 

sebagai hukum yang independen apabila memenuhi tiga unsur yaitu;
10

 

a. Struktur hukum ialah suatu kelembagaan yang dibuat oleh sistem hukum 

dengan berbagai macam fungsi yang bertujuan untuk mendukung 

bekerjanya sistem tersebut. 

                                                           
9Widyanti Rahmi, Perilaku Organisasi (teori dan Konsep) (Bandung: Media Sains 

Indonesia, 2021), 81. 
10Slamet Tri Wahyudi, ―Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan 

Hukum Di Indonesia,‖ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM  Jakarta 1 (Juli 2012): 217. 
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b. Subtansi hukum ialah suatu output dari sistem hukum baik berupa 

peraturan atau keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur 

maupun yang diatur. 

c. Kultur hukum ialah suatu nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi 

berlakunya hukum.  

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-

peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, 

dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan 

ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai 

berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan 

masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka 

dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat 

yang melakukan pelanggaran. Namun seringkali dalam implementasinya pasti 

akan ditemui problematika atau tidak terlaksanakan dengan baik, dikarenakan 

hukum itu selalu berkembang dengan cepat sementara untuk merubah atau 

mengamandemen suatu peraturan perundangan tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan karena memerlukan prosedur yang panjang 

karena harus ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak 

legislatif. 

 

B. Asas Salus Populis Supremalex Menurut Cicero 

Asas salus populi suprema lex merupakan adagium hukum yang 

pertama diucapkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dimana seorang 
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filsuf berkebangsaan Italia dalam bukunya “De Legibus” yang bermakna 

―Keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi‖.
11

 

Pada saat itu Cicero membayangkan, bahwa dibawah ancaman situasi 

serta juga keadaan darurat maka keselamatan serta perlindungan terhadap 

rakyat harus menjadi tujuan yang vital, termasuk jika harus melanggar aturan 

hukum yang ada. Kemudian prinsip ini menjadi jangkar dalam pengambilan 

keputusan selama berabad-abad khususnya dalam teori pemerintahan, 

termasuk di benua Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya 

―Crisis and Constitutionalism: Roman Political Though from the Fallof the 

Republic to the Age of Revolution”, prinsip yang dikatakan Cicero tersebut 

banyak disalahartikan bahwa dengan menempatkan tujuan utama keselamatan 

rakyat dengan tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi, akan tetapi ini lebih 

bergantung pada karakter kebajikan dari mereka yang memiliki kekuasaan.
12

 

Berawal dari apa yang dikatakan oleh filsuf berkebangsaan Italia 

Cicero ternyata adagium salus populi suprema lex banyak diadopsi oleh 

negara didunia tidak terkecuali Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai 

salah satu negara demokrasi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Salus populi suprema lex menjadi acuan 

penting dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV juga 

diamanatkan  bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan 

                                                           
11Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi, ―Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang 

Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya,‖ Caremedia Communication, Agustus 2020, 21. 
12Pan Mohammad Faiz, ―Memaknai Salus Populi Suprema Lex,‖ Ruang Konstitusi Di 

Majalah Konstitusi No.159, Mei 2020, 68. 
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utama bernegara dalam artian negara harus menjamin, melindungi segenap 

bangsa Indonesia.Konstitusi disini sebetulnya sudah memberikan jaminan 

konstitusional terhadap hak hidup (right to life) dan hak atas kesehatan (right 

to health) masyarakat.
13

 

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam konstitusinya 

yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memiliki prinsip: pertama, 

adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal 

ini dapat dilihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam BAB 

tersendiri (BAB XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). Kedua, adanya kekuasaan 

kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 

1945). Ketiga, adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 ayat 

2 Undang-Undang Dasar Tahun  1945).
14

 

Demikian pula, doktrin yang diilustrasikan oleh Presiden pertama 

Bung Karno dalam salah satu tulisannya yang berjudul Demokrasi Politik + 

Demokrasi Ekonomi =Demokrasi Sosial. Oleh sebab itu, sangat logis apabila 

gagasan mengenai demokrasi yang dikembangkan oleh the founding fathers 

dalam rangka Indonesia merdeka adalah demokrasi yang utuh dan menyeluruh 

dalam arti mencakup kedua bidang yakni politik dan ekonomi. Doktrin itulah 

yang kemudian tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, yang dalam hal ini terdapat dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan 

                                                           
13Rini Apriyani, ―Force Majeure In Law,‖ Zahir Publishing, 2020, 83. 
14Titik Triwulan T, ―Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,‖ Prenada Group, 2017, 16. 
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Sosial, yang sekarang setelah amandemen keempat diubah menjadi BAB 

tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
15

 

 

C. Pengertian Vaksinasi 

Kata vaksin berasal dari sebuah istilah Latin Variolae Vaccinae 

(Cowpox) yang ditujukan oleh Edwar Djenner dengan fungsi untuk mencegah 

cacar yang menyerang pada manusia. Vaksin juga ialah olahan patogen-

patogen yang mati atau lemah yang dimana produknya saat ini telah 

diperkenalkan pada tubuh untuk merangsang produksi antibodi manusia tanpa 

menimbulkan penyakit. 

Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang 

diberikan kepada seseorang dengan metoode penyutikan di bagian lengan atas 

untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena 

vaksin dipercaya dapat membantu membentuk antibodi. Vaksinasi di 

hadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi intensitas masyarakat 

yang terapapar covid-19 yang semakin merebak. Sebab, vaksin mampu 

membuat sistem kekebalan tubuh yang ada dalam diri manusia mengenali dan 

dapat dengan cepat menolak dan melawan virus penyebab infeksi. Vaksinasi 

di laksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bangsa indonesia 

sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 aleniea ke IV yang berbunyi; 

                                                           
15Jimly Asshiddiqie, ―Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat,‖ 

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, 55. 
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―Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdakaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Repubik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berdab, persatuan 

Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia‖.
16

 

 

D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin Covid-19 

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah 

Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 sebagaimana telah 

mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dalam Pasal 13A 

                                                           
16Zulaikha, Eliyana, dan A’yun, ―Pemberian Vaksin Sinovac Kepada Msayarakat Untuk 

Mencegah Penyebaran Covid19,‖ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (Oktober 

2021): 35. 
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Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan diberi 

kewenangan untuk menetapkan: 

a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin 

b. Prioritas wilayah penerima vaksin 

c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin  

d. Standar pelayanan vaksinasi 

Penetapan sebagaimana disebut diatas dilakukan dengan 

memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional. Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh 

Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib 

mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi 

administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 

yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk 

mengikuti Vaksinasi Covid-19. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: 

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan 

sosisal 

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau 

c. Denda 

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021  tentang 

Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menetapkan selain dapat 

dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang 
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menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya 

penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan 

sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 

4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu: 

a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja 

menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan 

dianggap sebagai suatu kejahatan  

b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda 

setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barang siapa yang karena 

kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit 

menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran 

 

E. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19) 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan 

Pelaksanaan  Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19  

dibuat dan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai bentuk penyesuaian 

dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksinasi covid-19, cakupan 

keadaan kahar, kejadian pasca ikutan vaksinasi covid-19 serta pembayaran 

uang muka vaksinasi covid-19. 

Sebagai negara hukum Indonesia didirikan dengan tujuan untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia 
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dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan alinea ke-IV Udang-

Undang Dasar Negara Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Dasar Negara 

Republik Indonesia yakni pancasila sila ke-II yang berbunyi; 

 ―kemanusiaan yang adil dan beradab‖ 

Sehingganya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 di tetapkan 

sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan Presiden ini mengatur tentang 

perubahan juga penambahan dari beberapa pasal pada Peraturan Presiden 

sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan 

yang diatur dalam Peraturan Presiden ini antara lain ialah adanya ketentuan 

dalam pasal 4 terkait pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dalam hal 

ini dilakukannya kerja sama dengan lembaga/ badan internasional yang kerja 

samanya yaitu dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 

atau kerja sama untuk penyaluran vaksin Covid-19 juga tidak termasuk pada 

peralatan pendukung dalam vaksinasi Covid-19. Selain perubahan yang sudah 

dilakukan pada pasal 4, terdapat juga beberapa penambahan dalam pasal 11A, 

pasal ini mengatur tanggung jawab hukum pemerintah dari segi pengadaan 

vaksin yang dilakukan melalui penugasan-penugasan kepada BUMN, 

penunjukan langsung pada badan usaha penyedia ataupun kerjasama lembaga 



20 

 

 

yang dimana penyedianya memberikan beberapa syarat dari adanya 

pengambil alihan tanggung jawab sebuah hukum.
17

 

Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa tepat pada tanggal 9 Februari 

2021 Presiden telah mendatangani Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Didalamnya juga ada sejumlah pasal 

yang mengatur tentang sanksi bagi warga yang termasuk dalam sasasran 

vaksinasi tapi menolak untum divaksin. 

 

F. Fungsi Hukum 

Hukum ialah seperagkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa 

serta didalamnya termuat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan serta adanya sanksi yang akan diterima bagi pelanggarnya. Definisi 

hukum sangatlah fariatif sehingganya banyak ahli yang memberikan definisi 

serta fungsi mengenai hukum antra lain; 

Menurut Soerjono soekanto yang mengutip dari Friedmann dan Roscoe 

pound menyatakan bahwa hukum mempunyai beberapa fungsi yaitu:
18

 

a. Hukum sebagai pengendali sosial yakni hukum menerapkan aturan-

aturan mengenai perilaku yang benar dan tak benar 

b. Hukum sebagai media penyelesaian (masalah) 

c. Hukum sebagai sarana perubahan pada masyarakat 

                                                           
17PerPres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

Covid-19. 
18Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., Pengntar Ilmu Hukum, 1 ed. (Gorontalo: Reviva 

Cendekia, 2015), 6. 
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Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan hukum mempunyai 

beberapa fungsi;
19

 

a. Hukum berfugsi sebagai alat penertiban 

b. Hukum sebagai pengaturan dan penyelesaian pertikaian 

c. Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan 

d. Hukum sebagai bentuk pengawasan 

Dalam penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19. Selaku bentuk hukum mempunyai fungsi 

sebagai pengendali sosial yakni memuat aturan-aturan dalam pelaksanaan 

vaksinasi covid-19  serta menerapkan sanksi yang akan diberikan kepada 

sasaran vaksinasi covid-19 yang melakukan penolakan. Pemberian sanksi 

tersebut didasarkan pada asas salus populis suprimalex yang menyatakan 

bahwa kepertingan rakyat adalah hukum tertinggi.  

 

 

 

 

                                                           
19M. Wantu, SH., MH., 7. 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian  merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata 

kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan dan kegunaan.
20

 Metode penelitian digunakan peneliti untuk mengkaji dan 

menelaah terkait bagaimana essensi dan efektifitas dari implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam kaitannya 

penjatuhan sanksi penolakan vaksin dengan penerimaan bantuan di Desa Bandar 

Sari di tinjau dalam asassalus populis suprimalex. . 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan 

keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu 

penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke 

lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosebroto sebagaimana 

                                                           
20Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105. 
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yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa 

penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan 

proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.
21

Field Research dalam 

peneltian ini digunakan sebagai upaya untuk memaparkan dan 

menggambarkan keadaan terkait efeektifitas dan esensi dari penjatuhan 

sanksi terhadap pernolakan vanksinasi berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ditinjau 

dalam prespektif asas salus populis suprimalex. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni laporan evaluasi 

yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam 

bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam 

kegiatan atau peristiwa
22

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan 

(deskripsi) mengenai situasi ataupun kejadian-kejadian dengan 

menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata 

dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian 

deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk 

                                                           
21Bambang Sunggono, Metodologi penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997), 42. 
22Bambang Sunggono, S.H., M.S., Metode Penelitian Hukum, 1 ed. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), 6. 
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mendeskripsikan ―Dinamika Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 Tentang Penerapan Sanksi Penolakan Vaksin‖. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian campuran ada dua jenis yakni sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut ; 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya.
23

 Dalam penelitian ini  yang menjadi sumber data primer ialah 

dr.Yeni Anggraini selaku tenaga kesehatan dan kepala UPT Puskesmas 

yang mengangani vaksinasi, bapak Aris selaku kasi kesra yang menangani 

perbaikan data penerimaan bantuan dari dinas sosial kampung Bandar Sari 

serta masyarakat sekitar kampung Bandar Sari. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. 

Menurut Bambang Sunggono purposive sampling ialah teknik 

pengambilam  sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih orang-

orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai 

dengan maksud penelitian yakni Dinamika Implementasi Penerapan 

Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 (Studi 

Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu).
24

 

 

                                                           
23Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106. 
24Sunggono, S.H., M.S., Metode Penelitian Hukum, 124. 
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Tabel 1.1 

informanpenelitiaan 

 

 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan dan diperoleh 

peneliti dari berbagai literatur atau dokumen dokumen resmi yang 

berhubungan dengan objek penelitian yakni terkait dengan dinamika 

implementasi penerapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak 

vaksinasi covid-19 
25

 (seperti buku Metode Penelian Hukum: Bambang 

Sunggono), Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang disesuaikan 

dengan peraturan-peraturan lainnya serta data-data yang diperoleh dari 

lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal 

dan referensi lainnya.  

 

                                                           
25Ali, Metode Penelitian Hukum, 2009, 106. 

No Nama Keterangan 

1. Subagio Kepala Desa Bandar Sari 

 2. Dr. Yeni Anggraini Kepala UPT Puskesmas Desa 

Bandar Sari 

 
3. Aris Kasi Kesra Desa Bandar Sari 

4. Darmini 

Aminah 

Paryati  

Samingun 

Yus Budiman Y. 

 

 

Masyarakat Desa Bandar Sari 



26 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan 

oleh yang diwawancara. 

Wawancara yang dimaksud disini ialah teknik untuk mengumpulkan 

data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang 

sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan 

cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang 

atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang 

yang diwawancarai.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Dokumentasi juga adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan ataupun arsip 

termasuk juga buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum lain 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

peneliti teliti.  
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D. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan langkah yang terpenting sebab pada tahap ini 

data akan disusun dan diolah agar dapat ditafsirkan lebih baik dalam upaya 

untuk memperoleh temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses 

pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat 

mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis 

kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk 

menguji. Menurut Miles dan Huberman ada tiga kegiatan yang akan yang 

dilakukan dalam menganalisis data yakni : 

a. Reduksi Data, ialah bentuk analisis yang memfokuskan pada hal-hal 

penting, mengarahkan serta menggolongkan data agar lebih sistematis 

sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bermakna.  

b. Penyajian Data, ialah suatu proses pemberian sekumpulan informasi yang 

sudah di dapat peneliti kemudian disusun guna memungkinkan penarikan 

kesimpulan dari penelian tersebut. Dengan apanya penyajian data maka 

peneliti dapat dengan mudah untuk memahami kondisi yang terjadi pada 

saat penelitian dan peneliti dapat mengetahui apa yang bisa peneliti 

lakukan dalam upaya mengantisipasi keadaan tersebut. 
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c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti akan berusaha menarik 

kesimpulan beradsarkan data awal yang berbentuk lisan, tuisan dan 

dokumentasi terkait dinamika implementasi penerapan sanksi terhadap 

masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19.  



 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Profil Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu 

1. Sejarah Singkat Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu 

Desa Bandar Sari adalah salah satu desa yang berada di area 

administratif kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. 

Terbentuknya Desa Bandar Sari sesuai dengan struktur pemerintahan desa 

pada masa itu, maka kedudukan Desa Bandar Sari mulai disempurnakan 

hingga kini. Pada awalanya Desa Bandar Sari merupakan hutan belantara 

atau Desa umbulan masyarakat perantau dari Pulau Jawa dan Pulau 

Sumatera. Dengan berbagai macam sejarah yang mengiringi Bandar Sari 

maka dengan berjalannya waktu dan perputaran roda  Bandar Sari menjadi 

desa yang besar dengan sistem pemerintahan yang kian terorganisir. 

Awal terbentuknya desa Bandar Sari dipimpin oleh kepala desa 

Damyar yang menjabat selama 18 tahun lamanya. Tahun berganti tahun 

sehinngga mengakibatkan harus dilakukannya pergantian jabatan 

mengingat usia bapak Damyar yang tidak lagi memungkinkan untuk 

melanjutkan kepemimpinannya. Pergantian jabatan kepala desa di Bandar 

Sari telah terjadi sebanyak 12 kali. Dan pergantian jabatan terbaru yakni 

kepemimpinan dari kepala desa Bapak Raden Bagus Ari Wibowo (2016-

2022) kepada bapak Subagio selaku kepala desa saat ini hingga 6 tahun 

kedepan.  
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Kedua kepala desa inilah yang mengalami bagaimana rumitnya 

menangani wabah nasional corona virus disease (covid-19). Yang menjadi 

perbedaan antara masa kepemimpinan bapak Ari dengan bapak Subagio 

dalam menangani wabah covid-19 terfokus pada  pelaksanaan vaksinasi di 

desa Bandar Sari. Pada masa kepemimpinan bapak Ari merupakan 

pertama kali diadakan vaksinasi sehingga diperlukan upaya yang lebih 

besar dalam proses pelaksanakannya dibandingkan pada masa 

kepemimpinan bapak Subagio, mengingat pada masa itu masih hangat-

hangatnya pemberitaan tidak benar terkait efek samping dari vaksinasi 

covid-19 yang tersebar luas di media massa. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh bapak Ari mulai dari sosialisasi melalui forum khutbah 

jumat, yasinan, majelis pengajian ibu-ibu dan posyandu mengenai apa dan 

bagaimana pentingnya vaksinasi dan adanya aturan serta sanksi bagi 

masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi.  

Melihat upaya tersebut yang tidak membuahkan hasil akhirnya 

penyebaran form undangan pelaksanaan vaksinasi pun dilakukan. Tak 

selesai sampai disini saja upaya dor to dor dan vaksin ditempat 

pengambilan dana bantuan pun pernah dilakukan oleh bapak Ari dengan 

tenaga kesehatan serta tenaga kepolisian setempat dalam upaya mencapai 

target sasaran penerima vaksinasi. Namun, apadaya dari sekian banyaknya 

upaya yang telah dilakukan masih saja belum mampu mencapai target 

yang diinginkan. Sedangkan pada masa kepemimpinan bapak Subagio 

yang baru saja dilantik pada bulan September 2022 sudah tidak 
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dilaksanakannya lagi vaksinasi covid-19 sehingganya bapak Subagio 

hannya melanjutkan perjuangan dan upaya yang telah dilakukan bapak Ari 

apabila diadakannya pelaksanaan vaksinasi kembali. 

2. Keadaan Geografis Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu 

 Secara administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu 

Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu desa dari 15 desa yang 

ada di kecamatan Padang Ratu, yang terletak 6 Km ke arah utara dari kota 

kecamatan, dengan garis lintang -4.0751 dan garis bujur 104.962 serta luas 

wilayahnya sekitar 600 Ha. Sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia, Desa Bandar Sari mempunyai iklim kemarau dan penghujan, 

hal tersebut mempunyai pengaruh langsug terhadap pola tanah dikampung 

Bandarsari Kecamatan Padang Ratu.  Adapun batas wilayah desa Bandar 

Sari Kecamatan Padang Ratu sebagai berikut ; 

a. Disebelah Utara berbatasan dengan Surabaya 

b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Haduyang 

c. Disebelah Barat berbatasan dengan  Mojokerto 

d. Disebelah Timur berbatasan dengan Sriagung 

 Berdsarkan pemaparan yang disampaikan bapak Subagio selaku 

kepala desa Bandar Sari dengan adanya keadaan geografis yang demikian 

mengakibatkan terdapat sebagian dari masyarakat desa Bandar Sari yang 

melakukan vaksinasi di desa tetangga mengingat jarak tempuh anatara 

tempat pelaksaan vaksinasi desa tetangga dengan rumahnya yang jauh 

lebih dekat daripada ke balai kampung atau puskesmas desa Bandar Sari 
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yang menjadi posko untuk pelaksaan vaksinasi covid-19 seperti yang 

banyak dilakukan oleh masyarakat dusun 7 dan dusun 9 yang 

masyarakatnya banyak memilih untuk melaksanakan vaksinasi di desa 

Sriagung dan Surabaya mengingat jaraknya lebih dekat dari rumah dari 

pada untuk vaksin ke balai desa Bandar Sari, bahkan ada pula yang 

memilih tidak melakukan vaksinasi.  

3. Keadaan Demografis Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu 

 Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu ialah suatu desa dengan 

jumlah penduduk 4957 jiwa, yang tersebar dalam 9 dusun dengan 

perincian tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 

Data Penduduk Desa Bandar Sari 

DS 

I 

DS 

II 

DS  

III 

DS 

IV 

DS  

V 

DS  

VI 

DS  

VII 

DS 

VIII 

DS 

IX 

JMLH 

538 698 502 432 618 476 782 421 490 4957 

 

Besarnya jumlah penduduk  Desa Bandar Sari  Kecamatan Padang 

Ratu ada yang berpendidikan rendah dan adapula yang berpendidikn 

tinggi, namun jumlahnya jauh lebih banyak yang berpendidikan rendah 

dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi bahkan ada juga yang 

tidak lulus sekolah dasar (SD), untuk lebih jelasnya mengenai penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut; 
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Tabel 4. 3 

Data Pendidikan Desa Bandar Sari 

Pra Sekolah SD SMP SLTA SARJANA 

258 475 230 225 45 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan masyarakat Desa Bandar 

Sari paling banyak lulusan sekolah dasar (SD) hal ini dapat dikatakan 

bahwa masyarakat desa dalam bidang pendidikan terbilang masih kurang, 

kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan sulitnya masyarakat dalam 

menerima perubahan-perubahan dalam segala bidang.  

 

B. Vaksinasi Covid-19 di Desa Bandar Sari. 

Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang 

diberikan kepada seseorang dengan metode penyutikan di bagian lengan atas 

untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena 

vaksin dipercaya dapat membantu membentuk antibodi. Vaksinasi di hadirkan 

sebagai salah satu upaya untuk mengungi intensitas masyarakat yang 

terapapar covid-19 yang kian merebak. Sebab, vaksin mampu membuat sistem 

kekebalan tubuh yang ada dalam diri manusia, mengenali dan dapat dengan 

cepat menolak dan melawan virus penyebab infeksi. Vaksinasi di laksanakan 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan bangsa indonesia sebagaimana 

termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 

aleniea ke IV yang berbunyi; 

―Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
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Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdakaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Repubik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 

ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan berdab, persatuan 

Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia‖.
26

 

Pelaksanaan vaksinasi di desa Bandar Sari sudah berlangsung cukup 

baik,  hannya saja belum mampu mencapai target sebagaimana yang 

diinginkan oleh pemerintah pusat yakni mencapai 70% dari setiap penduduk 

di dalam suatu kelurahan. 
27

Desa Bandar Sari ialah desa dengan sasaran 

vaksinasi covid-19 sebanyak 4.045 jiwa. Namun, hingga saat ini desa Bandar 

Sari hannya mampu mencapai target 60% dari jumlah sasaran vaksinasi yakni 

sebanyak 2.391 jiwa yang seharusnya mencapai 70% dari 4045 jiwa yakni 

sebanyak  2.831 jiwa. Untuk dapat sampai dititik ini telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh kepala desa dan tenaga kesehatan serta aparat setempat dimulai 

dari sosialisasi terkait apa itu dan bagaiamana pentingnya vaksinasi, aturan 

terkait pelaksanaan vaksinasi dan sanksi bagi masyarakat yang menolak 

vaksinasi. Bukan hannya itu saja upaya penyebaran form undangan vaksinasi 

kepada warga Bandar sari dan upaya dor to dor  serta pelaksanaan vaksinsi di 

                                                           
26―Pemberian Vaksin Sinovac Kepada Msayarakat Untuk Mencegah Penyebaran 

Covid19,‖ 35. 
27Siaran Pers No.238/HM/KOMINFO/07/2021, Targer Vaksinasi 70%,Rabu 7 Juli 2021  
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tempat-tempat pengambilan dana bantuan seperti kantor pos dan posko e-

warung pun telah dilakukan namun tetap saja belum mecapai target yang 

diinginkan. 

Jika melihat pada fakta lapangan yang ada dan dikaitkan dengan teori 

fungsi hukum dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan desa Bandar Sari 

untuk mencapai target 70% vaksinasi dikarenakan kurangnya kasadaran 

hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. 

Menurut Krabbe kesadaran hukum ialah kepahaman atas nilai-nilai 

yang ada dalam diri manusia mengeni hukum yang ada dan bagaimana 

penerapannya.
28

Untuk mencapai pada titik kesadaran hukum diperlukan 

adanya indikator. Menurut Otje Salman menjelaskan indikatornya sebagai 

berikut;
29

 

a. Indikator pertama ialah pemahaman tentang hukum, hukum yang 

dimaksud yakni hukum tertulis, hukum tidak tertulis maupun hukum adat 

dan sebagainya. Pemahaman hukum diartikan bahwa seseorang tersebut 

telah mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur prilaku-prilaku 

tertentu. 

b. Indikator kedua ialah pemahaman hukum, yakni berkaitan dengan 

informasi yang dimiliki mengenai isi dari peraturan tertentu.  

c. Indikator ketiga ialah sikap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima 

hukum karena adanya kemanfaatan yang akan diperoleh jika hukum 

tersebut ditaati. 

                                                           
28Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum 

(Jakarta: Kencana, 2012), 141. 
29Otje Salman, Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Bandung, t.t.), 40–42. 
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d. Indikator terakhir ialah pola perilaku, yakni berkaitan dengan bagaimana 

respon masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. 

Jika melihat pada upaya yang dilakukan oleh para teknisi yang 

bertanggungjawab atas terlaksananya vaksinasi covid-19 desa Bandar Sari 

sudah memenuhi unsur yang pertama dan kedua dengan dilakukannya 

berbagai upaya sosialisasi terkait vaksinasi dan Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Namun jika 

merujuk pada output yang diberikan oleh masyarakat belum memenuhi unsur 

yang ketiga dan keempat dikarenakan masih banyak masyarakat desa Bandar 

Sari yang belum bisa menghargai keberadaan Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai bentuk 

hukum trtulis  yang mengatur pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dan masih 

banyak pula masyarakat yang belum mematuhi peraturan tersebut dengan 

melakukan tindakan penolokan pemberian vaksinasi. 

  



37 

 

 

C. Jumlah Data Penduduk Yang Mengikuti Vaksin 

Tabel 4. 4 

Data Capaian Vaksinasi Desa Bandar Sari 

 

DESA 

CAPAIAN VAKSINASI USIA 12 S.D - >60 

JU
M

L
A

H
 

DS  

I 

DS  

II 

DS 

 III 

DS 

IV 

DS  

V 

DS 

VI 

DS 

VII 

DS 

VIII 

DS 

X 

Bandar 

Sari 

213 

 

371 

 

197 

 

297 

 

219 

 

147 

 

373 

 

199 

 

202 

 

2.391  

 

Sumber :UPTD Puskesmas Bandar Sari 

D. Jumlah Data Penduduk Yang Tidak Mengikuti Vaksin 

Tabel 4. 5 

Data Mayarakat Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi Bandar Sari 

 

DESA 

CAPAIAN VAKSINASI USIA 12 S.D - >60 

JU
M

L
A

H
 DS 

 I 

DS 

 II 

DS 

 III 

DS 

 IV 

DS 

 V 

DS  

VI 

DS 

VII 

DS 

VIII 

DS  

X 

Bandar 

Sari 

141 133 147 307 246 191 162 185 142 1.654 

Sumber :UPTD Puskesmas Bandar Sari 

E. Jumlah Penduduk Yang Menerima Bantuan  

Tabel 4. 6 

Data Mayarakat Yang Menerima Bantuan 

 

DESA 

JENIS BANTUAN 
JUMLAH 

BBM SEMBAKO PKH 

Bandar Sari 
173 195 29 

397 

Sumber : opeator SIKS-NG Desa Bandar Sari 
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F. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis Suprimalex 

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk kewajiban negara, bentuk upaya 

negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

alenia ke-IV dalam upaya memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
30

Urgensi penting keberadaan 

vaksinasi covid-19 yang menggambarkan kewajiban negara dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada masayarakat secara fomal diatur dalam  

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19).
31

 

Vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia 

dalam menangani masalah covid-19, vaksinasi bertujuaan untuk  menciptakan  

kekebalan tubuh  (herdimmunity) yang ada dalam diri manusia  dalam  

                                                           
 
30Menurut Sukamto Notonagroho kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh 

pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan, kewajiban dapat timbul 

karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain, kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki 

orang lain. Sedangkan kewajiban negara ialah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab oleh pemertintah terhadap warga negaranya. Yang menjadi kewajiban negara 

yaitu menjamin sistem hukum yang adil, menjamin HAM, mengembankan sistem pendidikan 

nasional untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga 

negaranya. Kewajiban negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

31Secara histori keberadaan Peraturan Presiden yang mengatur tentang vaksinasi covid-19  

tidak hannya hadir di tahun 2021 tetpai pada tahun tahun sebelumnya itu sudah hadir dapat dilihat 

pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)dan yang terakhir 

pada perkembangannya mengalami perubahan ketiga yakni menjadi Peraturan Presiden Nomor 

33Tahun 2022, kesemua Peraturan Presiden tersebut mengalami perubahan tidak secara 

komprehensif hannya ada bebarapa perubahan dalam pasalnya.  
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mengenali dan mengendalikan dapat dengan cepat menolak dan melawan 

virus penyebab infeksi. 

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh 

presiden, materi muatan peraturan presiden adalah materi yang  diperintahkan 

oleh  undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. 

Dalam hal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan melalui penugasan 

kepada  badan  usaha  milik  negara,  penunjukan  langsung kepada badan 

usaha penyediaan, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang 

penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggungjawab 

hukum penyediaan vaksinasi covid-19 termasuk terhadap keamaanan, mutu, 

dan khasiat. 

Pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemeritah terhadap 

penyediaan  vaksinasi covid-19 dilakukan sepanjang proses produksi  dan 

distribusi telah memenuhi cara pembuaatan obat yang baik. Pengambilalihan  

tangungjawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan 

kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 sebagai bencana nasional sesuai 

dengan ketentuaan peraturan perundang-undang. 

Dalam hal saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat  

covid-19 dan  penetapan  bencana  non  alam penyebaran covid-19 sebagai 

bencana nasionals ebgaimana tedapat kasus kejadian ikut pasca vaksinasi yang 

pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan sebelum pencabutan penetapan, 

pemerintah tetap mengambilalih tanggungjawab hukum sampai dengan kasus 

tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuaan peraturan perudang-undang. 
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Kementriaan kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran 

penerima  vaksinasi covid-19,  setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran 

penerimaan vaksinasi covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti 

vaksinasi covid-19 dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerimaan 

vaksinasi covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerimaan vaksin covid-19 

sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia. Setiap orang yang telah 

ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin covid-19 dapat dikenakan 

sanksi administratif sebagiamana tertuang dalam pasal 13 A Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19). Adapaun sanksi yang akan di terima berupa: 

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial. 

2. Penundaan  atau  penghentiaan  layanan  administratif pemerintah. 

3. Denda 

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementriaan lembaga, 

pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Penetapan 

sanksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan intensitas 

masyarakat yang melakukan vaksinasi. Penetapan sanksi dilaksanakan dengan 

berdasarkan asas salus populis suprimalex. 

Menurut Marcus Tullius Cicero asas salus populis suprimalex 

merupakan asas yang bermakna bahwa keselamatan rakyat adalah hukum 
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tertinggi.
32

 Asas salus populis suprimalex merupakan fundamen dari alenia 

keempat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

― kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

indonesia dan untuk memajukan kesejahteaan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....‖
33

 

Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 

merupakan hukum tertinggi bagi negara ini, sehingga jika dikaitkan dengan 

penetapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi ccovid-19 asas 

salus populis suprimalex berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang 

untuk menghormati hak asasi orang lain dalam rangka mencapai derajat 

kesehatan yang setiggi-tingginya serta asas ini merupakan bentuk penegakan 

hukum terhadap siapa saja yang menolak untuk vaksinasi  covid-19 atau dapat 

dikatakan berusaha menghalangi upaya penganggulangan wabah covid-19. 
34

 

Pemerintah kabupaten Lampung Tengah telah berupaya dalam 

pengadaan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat desa Bandar Sari  yang  

ditunjuk   dengan   adanya   Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

                                                           
32Karimi dan Efendi, ―Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, 

Rakyat, dan Tanah Airnya,‖ 21. 
33Setjen DPR RI, ―J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,‖ 

diakses 3 Mei 2023, https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. 
34Muhamat Agung Sanjaya, Dewi Asri Puannandini, dan Ida Kurniasih, ―Kajian Hukum 

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,‖ 

JURNAL PEMULIAAN HUKUM 4, no. 1 (16 November 2021): 87, 

https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450. 
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kewajiban vaksinasi covid-19. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk mencegah 

penularan virus covid-19.  

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Bandar Sari pada 

tanggal 15 Januari 2023, kepala desa Bandar Sari menyatakan bahwa  peran 

kepala desa sangat penting dalam upaya pelaksanaan vaksinasi covid-19 

dimana telah banyak upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka 

menyukseskan terlaksananya vaksinasi covid-19 salah satu cara yang 

dilakukan kepala desa Bandar Sari dalam rangka menyukseskan pelaksanaan 

vaksinasi covid-19 yakni sosialisasi terkait apa itu dan bagaiaman pentingnya 

vaksinasi, aturan terkait pelaksanaan vaksinasi dan sanksi bagi masyarakat 

yang menolak vaksinasi. Bukan hannya itu saja upaya penyebaran form 

undangan vaksinasi kepada warga Bandar sari dan upaya dor to dor  serta 

pelaksanaan vaksinsi di tempat-tempat pengambilan dana bantuan seperti 

kantor pos dan posko e-warung pun telah dilakukan namun tetap saja belum 

mecapai target yang diinginkan. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 menurut 

bapak kepala desa yaitu tidak semua masyarakat memiliki sumber daya 

manunisa (SDM) yang bertaraf menengah keatas, akan tetapi masih banyak  

SDM yang bertaraf menengah kebawah dari segi ekonomi maupun 

pendidikanya yang berkibat kurang kepemahaman masyarakat terhadap 
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pentingnya vaksinasi covid-19 dan peraturan yang mengaturnya serta 

mudahnya terhasut dengan berita tidak benar yang tersebar bebas.
35

 

Menurut Yeni Anggraini selaku ketua UPTD Puskesmas desa Bandar 

Sari pada proses wawancara mengatakan bahwa puskesmas dan tenaga 

kesehatan merupakan tombak awal dan penentu dari suksesnya pelaksaaan 

vaksinasi covid-19. Peran puskesmas dan tenaga kesehatan sebagai modal 

Indonesia dalam mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi perlu dibarengi 

dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Hal yang dilakukan oleh 

puskesmas dan tenaga kesehatan dalam hal melaksanakan perannanya yaitu 

melalui sosialisasi terkait apa itu vaksinasi covid-19 dan bagaimana dampat 

positif serta effek samping yang diterima dari vaksinasi covid-19 bertempatan 

dibalai desa Bandar sari dengan peserta sosialisasi yakni 15 orang dari  masing 

masing perwakilan dusun yang terdapat didesa Bandar Sari.   

Selain upaya tersebut upaya dor to dor  terhadap masyarakat yang 

menolak vaksinasi pun kami lakukan agar tercapainya intensitas sasaran 

vaksinasi yakni 70% dari jumlah penduduk yang ada tetapi, Yeni Anggraini 

menambahkan pada praktiknya mengenai pelaksanaan vaksinasi baru 

mencapai 60% dari jumlah penduduk desa Bandar Sari atau dengan kata lain 

masih ada sekitar 40%  jiwa penduduk yang belum atau menolak 

melaksanakan vaksinasi.  

Puskesmas dan tenaga kesehatan  sudah berupaya menjalankan 

peranannya untuk membatu mensukseskan telaksananya vaksinasi hannya saja 

                                                           
35Bapak Subagio  kepala desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal  15 Januari 2023 di 

desa Bandar Sari 
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ada beberpa kendala yang dihadapi seperti kurangnya taraf kepemahaman dan 

kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan pada saat ini serta 

kurangnya kepemahaman masyarakat akan hukum sehingga masih ada saja 

masyarakat yang menyatakan bahwa peraturan yang mewajibkan vaksinasi 

ialah suatu peraturan yang cacat hukum dikarenakan sudah berupaya melukai 

hak yang dimiiki manusia sebagimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 30.
36

 

Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yeni Anggraini 

bapak Aris selaku kasi kesra desa Bandar Sari juga menyampaikan bahwa 

kendala yang sering dialami pada saat proses pelaksananya vaksinasi ialah 

kurangnya SDM yang bertaraf menengah keatas sehingga mengakibatkan 

sulitnya masyarakat dalam menerima kebijakan kebijakan yang ada. Seperti 

halnya dalam kasus pelaksanaan vaksinasi covid-19 berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021, jika merujuk pada Peraturan Presiden 

tersebut setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi 

maka di haruskan untuk melaksanakannya dan apabila melakukan penolakan 

akan dikenakan sanksi, namun faktanya dilapangan kami selaku aparat 

kampung belum bisa melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana mestinya 

khususnya terkait penerapan sanksi yang ada, dari ketiga sanksi hanya sanksi 

administrasi berupa penundaan pelayanan publik yang sudah kami terapkan.
37

 

                                                           
36Yeni Anggraini Kepala UPT Puskesmas desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 17 

Januari 2023 di desa Bandar Sari 
37Bapak Aris  Kasi Kesra desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023 di 

desa Bandar Sari 
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Jika dikaitan dengan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan 

vaksinasi covid-19 yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam 

pasal 13 A termuat adanya tiga sanksi yang akan diterima bagi masyarakat 

yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi covid-19.
38

 Sanksi administrasi 

tersebut dapat berupa : 

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan 

sosisal 

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau 

c. Denda 

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021  tentang 

Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menetapkan selain dapat 

dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang 

menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya 

penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan 

sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 

4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu: 

a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja 

menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan 

dianggap sebagai suatu kejahatan  

                                                           
38―Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf,‖ bb. 13A dan 13B, diakses 21 Februari 

2023, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176339/Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf. 
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b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atai denda 

setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena 

kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit 

menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran 

Namun dari beberapa sanksi yang termuat dalam pasal 13A dan pasal 

13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19), belum sepenuhnya dapat diterapkan didesa Bandar 

Sari. Dari sekian sanksi yang ada hannya satu sanksi yang sudah diterapkan 

yakni berupa penundaan atau penghentian layanan adminstrasi pemerintah. 

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor sosiologis 

masyarakat yang ada  yakni faktor kultural sulitnya masyarakat selaku SDM 

desa Bandar Sari dalam menerima kebijakan-kebijakan pemerintah.  

Menurut kasi kesra dan sekretaris desa untuk menerapkan sanksi 

penundaan atau penghentian dana bantuan yang masuk dalam kualifikasi 

sanksi sedang akan sulit dilakukakan dan akan menerima pemberontakan dari 

masyarakat dikarenakan banyak masyarakat desa Bandar Sari yang 

berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara vaksinasi covid-19 dan dana 

bantuan. Dengan adanya fakta lapangan yang demikian maka dapat dikatakan 

bahwa fungsi hukum sebagai alat penertiban dalam hal pelaksanaan vaksinasi 

covid-19  di desa bandar Sari belum terlaksana secara maksimal.  
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Menurut G. Shabbir Cheema dan dennis A. Rondinelli terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi telaksananya suatu kebijakan 

pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain;
39

 

a. Kondisi lingkungan 

b. Hubungan antar organisasi 

c. Sumber daya manusia  

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 

Hal tersebut terjadi pada sebagian masyarakat diantaranya ibu Darmini 

dan Ibu Aminah selaku warga desa Bandar Sari yang tercatat sebagai 

masyarakat penerima dana Bantuan PKH ―Program Kluarga Harapan‖ yang 

menolak untuk melaksanakan vaksinasi covid-19. Ibu Darmini dan Ibu 

Aminah berasumsi bahwa vakasinasi covid-19  akan menimbulkan akibat 

buruk bagi dirinya. Alasan tersebut beliau utarakan dengan melihat fakta di 

lapangan, ada salah satu dari mereka yang  mengalami pingsan atau tidak 

sadarkan diri pasca melakukan vaksinasi  covid-19 bahkan ada pula yang 

sampai koma dan harus dilarikan ke RSUD Demang Sepulau Raya untuk 

beberapa hari. Rasa cemas dan ketakutan itulah yang menjadi alasan Ibu 

Darmini dan Ibu Aminah bersikeras menolak untuk melaksanakan vaksinasi  

covid-19. 
40

 

Selain alasan rasa takut dan cemas akan efek samping dari vaksinasi 

covid-19 sebagaimana dialami oleh ibu Darmini dan Ibu Aminah terdapat 

                                                           
39Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 101. 
40Ibu Darmini dan Ibu Aminah  masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 19 

Januari 2023 di desa Bandar Sari 



48 

 

 

alasan lain sebagiamana diutarakan oleh bapak Yus Budiman Yuzaki selaku 

masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH yang menolak 

untuk melaksanakan vaksinasi covid-19 serta menolak akan kehadiran pasal 

13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin 

dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Menurut bapak Yus Budiman Yuzaki pasal 13 A dalam Peratura 

Presiden yang memuat sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi  covid-

19 tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya dinyatakan bahwa ―setiap 

orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan 

pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami 

informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap‖. Dengan berpedoman 

pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, 

bapak Yus Budiman Yuzaki menyatakan secara tegas bahwa vaksinasi covid-

19  bukanlah suatu kewajiban serta dirinya mepunyai hak untuk 

menolaknya.41
 

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Paryati selaku 

masyarakat desa Bandar Sari yang tercatat sebagai masyarakat penerima 

manfaat bantuan dana PKH serta melaksanakan vaksinasi covid-19, Ibu 

Paryati Saya hannya masyarakat awam, saya hannya mengikuti apa yang 

sudah di perintahkan oleh aparat kampung, saya percaya jika  pemerintah dan 

                                                           
41Bapak Yus Budiman Yuzaki masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 23 

Januari 2023 di desa Bandar Sari 
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dokter saja sudah menyarankan untuk vaksinasi covid-19  berarti itu sudah 

aman untuk kesehatan saya dan keluarga. Kalau terkait adanya peraturan 

perundang-undangan dan adanya sanksi bagi penolaknya saya tidak 

mengetahuinya, maklum saja saya ini sudah umur. Dan terkait untuk bantuan 

saya melihat masih sama saja antara yang vaksin dengan yang tidak karena 

ada dari mereka yang tak vaksin meminta tolong untuk yang sudah vaksin 

untuk mengambilkannya. 
42

 

Sedangkan Bapak Samingun selaku masyarakat desa Bandar Sari yang 

tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat bantuan dana PKH serta 

melaksanakan vaksinasi covid-19 berpendapat bahwa, Saya ingin 

melaksanakan vaksin karena saya sudah mengetahui aturan yang telah berlaku 

di Indonesia bahwa vaksin itu wajib dan apa bila melanggar dikenakan sanksi. 

Selain itu vaksin juga menjadi syarat segala sesuatu contoh kecilnya ketika 

saya hendak mengambil bantuan sembako di kantor pos setempat dan 

ketika akan bepergiaan keluar kota maka saya harus menunjukan bukti kartu 

vaksin. Seperti yang saya ketahui dengan melaksanakan vaksinasi tubuh kita 

akan terjaga pula. Saya mengapresiasi adanya sanksi tersebut karena tak dapat 

dipungkiri  dengan adanya sanksi tersebut banyak masyarakat yang tak enggan 

untuk vaksinasi, dengan begitu akan memungkinkan mengurangi intensitas 

penyebaran wabah covid-19.
43 

                                                           
42Ibu Paryati masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023 di 

desa Bandar Sari 

  
43Bapak Samingun masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 25 Januari 

2023 di desa Bandar Sari 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya upaya yang dilakukan kepala desa dan tenaga kesehatan desa 

Bandar Sari dalam upaya melaksanakan vaksinasi covid-19 dan menerapakan 

sanksi penolakan vaksinasi covid-19  sebagaimana diatur dalam pasal 13 A 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (covid-19) masih belum berjalan maksimal, karena masih 

banyak kekurangan dari segi komunikasi yang dibangun antara kepala desa 

dengan masyarakat sekitar serta kurangnya sosialisasi terkait adanya asas salus 

populis suprimalex dan  peraturan perundang-undagan yang mengatur 

pelaksanaan vaksinasi sehingga menyebabkan masih ada sebagian masyarakat 

yang belum mengetahui adanya asas salus populis suprimalex dan peraturan 

perundang-undagan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dan adanya sanksi 

bagi penolaknya sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum 

melaksanakan vaksinasi. Namun dengan begitu baru ada satu sanksi yang 

sudah diterapkan oleh kepala desa dan aparat desa Bandar Sari kepada 

masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. 

 

G. Penerapan Sanksi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis 

Suprimalex 

Dalam pembahasan ini peneliti akan memfokuskan pada masalah 

penerapan sanksi dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 
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tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Dalam Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  

Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan 

Pelaksanaan Dalam Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pendemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terdapat pasal yang memuat adanya  

peberian sanksi administratif bagi masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi 

sasaran penerima vaksinasi covid-19 namun menolaknya, adapun bunyi pasal 

13 A ayat (4) yakni: 

―Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima 

vaksinasi covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19  sebagaimana 

dimaksut pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasif, berupa: 

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan 

sosisal 

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau 

c. Denda
44

 

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021  tentang 

Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menetapkan selain dapat 

dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang 

menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya 

penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan 

                                                           
44―Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf,‖ 13A. 
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sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 

4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu: 

a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-

tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja 

menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan 

dianggap sebagai suatu kejahatan  

b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atai denda 

setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena 

kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit 

menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran. 

Adapun tujuan dimasukannya pasal mengenai sanksi dalam Peraturan 

Presiden tersebut ialah tidak lain sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam 

menangani wabah nasional. Menurut Ivan Fauzani SH, MH dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa sanksi ialah bagian penutup penting dalam hukum. Salah 

satu sanksi yang biasanya diberikan terhadap pelanggaran atas peraturan 

perundang-undangan ialah sanksi administratif. Sanksi administratif 

merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga 

negara terkait perintah-perintah, kewajiban, atau larangan-larangan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

administrasi negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 
45

 

Oleh karena itu dapat kita analogikan dengan adanya Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

                                                           
45Ivan Fauzani Raharja, ―PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI 

TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN,‖ 2014, 117. 
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Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga 

menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin 

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diterbitkan merupakan bagian dari 

peraturan perundang-undangan yang diakui oleh negara sebagai undang-

undang dan juga ditur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 junto  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-

Undangan merupakan suatu bentuk daya paksa pemerintah terhadap 

masyarakat dimana saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan 

rencana pelaksanaan vaksinasi ada sebagian masyarakat pula yang dengan 

sengaja menggaungkan penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi.  

Namun faktanya berdasarkan data lapangan yang peneliti dapatkan 

dari 4045 jiwa yang menjadi sasaran vaksinasi covid-19, masih terdapat 1.654 

jiwa masyarakat yang menolak vaksiasi dengan berbagai alasan. Ada sebagian 

dari mereka yang menolak vaksinasi dengan alasan bahwa dirianya memiliki 

hak atas diri pribadinya. Pada kenyataannya hak tersebut akan gugur bila 

dalam keadaan darurat. Hal tersebut didasrkan pada Asas salus populis 

suprima lexyang menyatakan bahwa ―Keselamatan rakyat merupakan Hukum 

Tertinggi‖.
46

 Dengan ini hak atas diri pribadi akan gugur dengan adanya hak 

atas kepentingan rakyat. 

                                                           
46Karimi dan Efendi, ―Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, 

Rakyat, dan Tanah Airnya,‖ 21. 
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Dengan keadaan yang demikian ternyata aparatur Desa Bandar Sari 

belum mampu menyikapi dengan tegas terhadap masyarakat yang menolak 

vaksinasi dan belum bisa menerapakan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 

sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan aparatur pemerintahan belum 

melaksanakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut.  

  



 

 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Sanksi administratif merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi 

negara terhadap warga negara terkait perintah-perintah, kewajiban, atau 

larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh administrasi negara dan ditetapkan oleh lembaga yang 

berwenang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) termuat adanya sanksi bagi 

setiap sasaran vaksinasi yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi 

covid-19. Muatan sanksi tersebut terdapat dalam pasa 13 A Peraturan 

Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Esensi dari penjatuhan sanksi ialah tidak 

lain sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani wabah 

nasional. Jika ditinjau berdasarkan asas salus populis suprimalex 

penjatuhan sanksi tersebut bersifat tegak lurus dengan konstitusi 

Indonesia, yakni mementingkan keselamatan rakyat sebagai hukum 

tertinggi. Namun faktanya dari 3 sanksi yang ada terkait penolakan 

vaksinasi covid-19, hannya satu sanksi saja yang baru diterapkan oleh 

kepala desa Bandar Sari dan aparat setempat. 
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2. Upaya kepala desa, tenaga kesehatan dan aparat setempat dalam rangka 

mensukseskan Pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan 

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease (Covid-19) sudah dilakukan secara optimal walaupun 

belum mampu mencapai target sebagaimana ditentukan oleh pemerintah 

pusat yakni 70% dari jumlah penduduk yang ada disetiap desa. Hal 

tersebut terjadi karena dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa sasaran 

vaksinasi desa Bandar Sari belum mencapai target yang diinginkan yakni 

70% dari 4.045  masih terdapat 40%  masyarakat yang menolak untuk 

divaksin karena kurangnya kesadaran atas hukum yang dilimiki oleh 

warga setempat.  

3. Tindakan hukum atas penolakan vaksinasi yang dilakukan oleh 

masyarakat belum dilaksankan sebagaimana mestinya. Jika merujuk pada 

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 seharusnya masyarakat yang 

menolak vaksinasi dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. Namun faktanya yang terjadi dilapangan hanya ada 

satu sanksi yang sudah diterapkan yakni berupa penundaan pelayanan 

administari dan belum adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat 

desa terhadap masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan namun 

menolak untuk melaksanakan vaksinasi. 
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B. Saran 

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Disarankan  kepada  pemerintah  khusunya  dinas kesehatan desa Bandar 

Sari untuk meningkatkan kepercayaan terhadap vaksinasi covid-19 

dengan menyajikan informasi mengenai vaksin covid-19 yang akurat dan 

mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, serta meningkatkan 

promosi kesehatan dalam bentuk advertorial dan testimonial sehingga 

lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. 

2. Disarankan kepada pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai 

unsur masyarakat dengan mengikut sertakan para tokoh masyarakat 

dalam penyebaran informasi mengenai vaksin covid-19 agar betambah 

kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19. 

3. Masyarakat  diharapkan   lebih  memahami  mengenai vaksin covid-19 

melalui pemanfaatkan perkembangan informasi dengan lebih teliti lagi 

dalam menyaring berita-berita yang beredar, khususnya mengenai 

vaksinasi akan lebih baik bila masyarakat mencari infomasinya melalui 

website kemenkes RI dan website resmi dinas kesehatan kabupaten 

Lampung Tengah serta refrensi kepercayaan lainnya guna menambah 

pengetahuaan mengenai vaksin sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan terhadap vaksinasi covid-19. 
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4. Masyarakat yang sudah divaksin juga diharapkan dapat menjadi agen 

untuk mempromosikan vaksinasi covid-19 kepada orang   terdekat seperti 

keluarga dan   teman sebaya dengan memberikan testimoni kepada orang  

orang belum divaksin 
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